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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. 

Peran Media Massa dalam Membentuk Persepsi Publik tentang Pengedar Narkotika melalui Analisis Framing dan Agenda Setting dalam Kasus Putusan Nomor 1235/Pid.Sus/2025/PN Mdn
Media massa memiliki peran strategis dalam membentuk persepsi publik terhadap suatu peristiwa hukum, khususnya perkara tindak pidana narkotika yang memiliki daya tarik tinggi bagi khalayak.
 Dalam konteks perkara Putusan Nomor 1235/Pid.Sus/2025/PN Mdn, pemberitaan media tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga mengonstruksi realitas sosial mengenai sosok terdakwa sebagai pengedar narkotika dalam skala besar. Konstruksi ini terjadi melalui proses seleksi fakta, penekanan isu, dan cara penyajian berita yang berulang-ulang sehingga memengaruhi cara publik memahami perkara tersebut.

Menurut teori konstruksi realitas sosial, media massa tidak pernah sepenuhnya netral dalam menyajikan fakta, melainkan selalu membawa sudut pandang tertentu yang dipengaruhi oleh nilai, ideologi, dan kepentingan redaksional. Hal ini sejalan dengan pandangan Eriyanto yang menyatakan bahwa media melakukan framing dengan menonjolkan aspek tertentu dari realitas dan mengaburkan aspek lainnya. Dalam kasus ini, media cenderung menonjolkan jumlah barang bukti narkotika yang sangat besar sebagai elemen utama berita.

Framing media terhadap perkara narkotika umumnya menggunakan pendekatan kriminalitas berat (serious crime framing), yang menempatkan terdakwa sebagai ancaman serius bagi masyarakat. Pemberitaan Waspada.id, misalnya, sejak judul berita telah menggunakan frasa “lolos tuntutan mati” yang secara implisit membangun ekspektasi publik bahwa hukuman mati adalah konsekuensi yang pantas bagi terdakwa. Framing semacam ini memperkuat stigma publik terhadap terdakwa sebagai pelaku kejahatan luar biasa.

Dalam analisis framing model Pan dan Kosicki, terdapat empat struktur utama, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retoris.
 Pada struktur sintaksis, berita Waspada.id menempatkan fakta jumlah 22 kilogram sabu dan tuntutan pidana mati sebagai lead utama, sementara pertimbangan yuridis hakim ditempatkan pada bagian akhir berita. Pola ini menunjukkan adanya prioritas makna yang diarahkan kepada pembaca.

Struktur skrip dalam pemberitaan perkara ini juga memperlihatkan penekanan pada unsur “apa” dan “berapa berat narkotika” dibandingkan dengan unsur “mengapa hakim menjatuhkan putusan seumur hidup”. Akibatnya, publik lebih mudah mengingat besarnya barang bukti daripada proses pertimbangan hukum yang kompleks. Hal ini berpotensi menimbulkan persepsi bahwa putusan hakim tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan.

Dari sisi struktur tematik, tema besar yang dibangun media adalah ketidaksesuaian antara tuntutan jaksa dan putusan hakim. Tema ini diulang dalam beberapa paragraf berita sehingga membentuk narasi bahwa hakim telah “melunakkan” hukuman. Padahal, jika dilihat dari putusan pengadilan, pidana penjara seumur hidup merupakan salah satu pidana maksimum dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Struktur retoris dalam pemberitaan tampak dari pemilihan kata-kata yang emosional seperti “lolos dari hukuman mati” dan “kurir sabu 22 kg”. Pemilihan istilah tersebut tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif karena mengandung muatan penilaian moral. Retorika semacam ini memperkuat reaksi emosional publik terhadap putusan pengadilan.

Selain framing, peran media juga dapat dianalisis melalui teori agenda setting yang dikemukakan oleh McCombs dan Shaw. Teori ini menjelaskan bahwa media tidak selalu menentukan apa yang harus dipikirkan publik, tetapi sangat efektif dalam menentukan isu apa yang dianggap penting oleh publik. Intensitas pemberitaan perkara ini menunjukkan bahwa media menempatkan kasus tersebut sebagai isu publik yang signifikan.

Agenda setting bekerja melalui frekuensi dan kontinuitas pemberitaan. Semakin sering suatu isu diberitakan, semakin tinggi tingkat kepedulian publik terhadap isu tersebut.
 Dalam perkara ini, fokus media pada jumlah narkotika dan perbedaan tuntutan dengan putusan membuat publik menilai aspek pemidanaan sebagai isu utama, bukan aspek pembuktian atau pertimbangan yuridis.

Hasil wawancara dengan jurnalis media Waspada.id menunjukkan bahwa redaksi memang menilai isu tuntutan mati yang tidak dikabulkan hakim sebagai nilai berita utama karena dianggap memiliki daya tarik tinggi bagi pembaca. Pertimbangan ini bersifat profesional dalam logika jurnalistik, namun secara tidak langsung membentuk agenda publik mengenai ekspektasi hukuman berat dalam perkara narkotika.

Di sisi lain, hasil wawancara dengan Hakim Ketua yang memeriksa perkara tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim memutus berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanpa mempertimbangkan opini publik atau pemberitaan media. Hakim menegaskan bahwa pidana seumur hidup merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana maksimal yang proporsional.

Perbedaan sudut pandang antara media dan hakim inilah yang kemudian melahirkan jarak persepsi antara publik dan lembaga peradilan. Publik yang menerima informasi melalui framing media cenderung menilai putusan dari sisi moral dan emosional, sementara hakim bekerja dalam kerangka normatif dan yuridis. Fenomena ini memperlihatkan kuatnya pengaruh media dalam membentuk persepsi publik.

Dalam perspektif hukum pidana, pemidanaan harus mempertimbangkan asas proporsionalitas dan individualisasi pidana. Sudarto menegaskan bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata pembalasan, melainkan juga perlindungan masyarakat dan kepastian hukum. Namun, nilai-nilai ini sering kali tidak tersampaikan secara utuh dalam pemberitaan media.

Akibat framing dan agenda setting yang dominan, publik cenderung menggeneralisasi bahwa setiap perkara narkotika dengan barang bukti besar seharusnya dijatuhi pidana mati. Generalisasi ini berpotensi mengabaikan prinsip independensi hakim dan kebebasan kekuasaan kehakiman sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 UUD 1945.

Bagir Manan menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dari tekanan eksternal, termasuk tekanan opini publik yang dibentuk oleh media massa. Oleh karena itu, meskipun media memiliki hak untuk memberitakan, pemberitaan yang tidak seimbang dapat menciptakan tekanan psikologis terhadap lembaga peradilan.

Dalam konteks Putusan Nomor 1235/Pid.Sus/2025/PN Mdn, framing media lebih menonjolkan aspek sensasional daripada edukatif. Hal ini menyebabkan publik kurang memahami alasan yuridis mengapa pidana seumur hidup dipilih dibandingkan pidana mati, meskipun secara hukum keduanya berada dalam spektrum pidana maksimum.

Agenda setting media juga berdampak pada diskursus publik di media sosial, di mana putusan hakim sering dikomentari tanpa pemahaman menyeluruh terhadap pertimbangan hukum. Diskursus semacam ini menunjukkan bagaimana agenda media dapat meluas dan membentuk opini kolektif di luar konteks berita itu sendiri.

Dari sudut pandang etika jurnalistik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa pers wajib memberitakan secara akurat, berimbang, dan tidak menghakimi. Dalam perkara ini, keseimbangan antara fakta hukum dan nilai berita menjadi tantangan utama bagi media massa.

Dengan demikian, peran media massa dalam perkara ini dapat dinilai sangat signifikan dalam membentuk persepsi publik tentang pengedar narkotika. Melalui framing dan agenda setting, media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membangun narasi tertentu yang memengaruhi cara publik menilai terdakwa dan putusan hakim.

Keseluruhan analisis menunjukkan bahwa media massa memiliki kekuatan simbolik yang besar dalam membentuk realitas sosial tentang kejahatan narkotika. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kritis dari publik serta tanggung jawab profesional dari media agar pemberitaan perkara pidana tidak mengaburkan prinsip-prinsip hukum dan independensi peradilan.
B. 
Dampak Pemberitaan Media terhadap Proses Peradilan dan Independensi Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 1235/Pid.Sus/2025/PN Mdn)
Pemberitaan media massa terhadap perkara pidana narkotika berpotensi menimbulkan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap proses peradilan.
 Dalam perkara Putusan Nomor 1235/Pid.Sus/2025/PN Mdn, intensitas pemberitaan yang menyoroti perbedaan antara tuntutan pidana mati dan putusan seumur hidup menciptakan ekspektasi publik tertentu terhadap hasil persidangan. Kondisi ini dapat memunculkan tekanan psikologis terhadap aparatur peradilan.

Secara teoritis, independensi hakim merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum. Hakim wajib memutus perkara berdasarkan hukum dan hati nurani tanpa dipengaruhi tekanan eksternal, termasuk tekanan media. Bagir Manan menegaskan bahwa independensi kekuasaan kehakiman adalah syarat mutlak bagi tegaknya keadilan substantif.

Namun demikian, dalam praktiknya, proses peradilan tidak berlangsung dalam ruang hampa sosial. Media massa berperan sebagai penghubung antara pengadilan dan masyarakat, tetapi pada saat yang sama dapat menjadi sumber tekanan opini publik apabila pemberitaan bersifat tendensius. Hal ini terutama terlihat dalam perkara narkotika yang memiliki sensitivitas sosial tinggi.

Pemberitaan Waspada.id yang menekankan frasa “lolos tuntutan mati” berpotensi membingkai putusan hakim sebagai keputusan yang menyimpang dari rasa keadilan masyarakat. Framing ini secara tidak langsung dapat memengaruhi penilaian publik terhadap integritas dan objektivitas hakim, meskipun hakim telah bertindak sesuai hukum acara pidana.

Dalam konteks proses peradilan, tekanan opini publik yang dibentuk media dikenal dengan istilah trial by the press. Fenomena ini terjadi ketika media secara intens membangun narasi tertentu sebelum dan sesudah putusan dijatuhkan, sehingga publik seolah-olah telah menjatuhkan vonis moral terlebih dahulu.

Romli Atmasasmita menyatakan bahwa trial by the press dapat mengganggu prinsip due process of law karena memosisikan opini publik sebagai standar kebenaran, bukan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Kondisi ini berpotensi mereduksi kepercayaan terhadap mekanisme peradilan formal.⁶

Hasil wawancara dengan Hakim Ketua perkara menunjukkan bahwa majelis hakim menyadari adanya pemberitaan media yang masif, namun secara kelembagaan hakim terikat pada sumpah jabatan untuk mengabaikan tekanan tersebut. Hakim menegaskan bahwa pertimbangan pemidanaan sepenuhnya didasarkan pada alat bukti, fakta persidangan, dan ketentuan undang-undang.

Meskipun demikian, secara sosiologis tidak dapat dipungkiri bahwa pemberitaan media dapat menciptakan iklim psikologis tertentu di sekitar persidangan. Iklim ini dapat memengaruhi persepsi para pihak, termasuk terdakwa dan penasihat hukumnya, terhadap objektivitas proses peradilan.

Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum menuntut pidana mati berdasarkan beratnya barang bukti narkotika. Tuntutan tersebut kemudian menjadi fokus utama pemberitaan media, sehingga putusan seumur hidup dipersepsikan sebagai bentuk pengurangan hukuman yang signifikan. Padahal, secara normatif, pidana seumur hidup merupakan pidana maksimum alternatif.

Dampak lain dari pemberitaan media adalah munculnya tekanan terhadap konsistensi putusan hakim dalam perkara sejenis. Hakim berpotensi dibandingkan secara tidak proporsional dengan putusan lain, tanpa mempertimbangkan perbedaan fakta dan kondisi individual terdakwa.

Sudarto menekankan bahwa individualisasi pidana merupakan prinsip penting dalam hukum pidana modern. Oleh karena itu, hakim tidak boleh terjebak pada tuntutan keseragaman putusan hanya demi memenuhi ekspektasi publik yang dibentuk media.

Hasil wawancara dengan jurnalis Waspada.id menunjukkan bahwa media tidak bermaksud menekan hakim, melainkan menjalankan fungsi kontrol sosial. Namun, jurnalis juga mengakui bahwa pilihan judul dan sudut pandang berita dapat memengaruhi persepsi publik secara luas.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan kebebasan kepada pers untuk memberitakan peristiwa hukum, namun kebebasan tersebut dibatasi oleh kewajiban menghormati asas praduga tidak bersalah dan independensi peradilan. Prinsip ini sering kali diuji dalam pemberitaan perkara pidana narkotika.

Dalam Putusan Nomor 1235/Pid.Sus/2025/PN Mdn, majelis hakim secara eksplisit mencantumkan pertimbangan yang memberatkan dan tidak menemukan keadaan yang meringankan. Hal ini menunjukkan bahwa putusan seumur hidup bukanlah bentuk keringanan, melainkan hasil pertimbangan hukum yang tegas.

Pemberitaan media yang kurang menonjolkan pertimbangan hukum tersebut dapat menyebabkan publik gagal memahami rasionalitas putusan hakim. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap peradilan dapat tereduksi bukan karena kesalahan hakim, melainkan karena keterbatasan informasi yang diterima publik.

Bagir Manan mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap peradilan merupakan modal sosial yang harus dijaga bersama oleh lembaga peradilan dan media massa. Media diharapkan tidak hanya kritis, tetapi juga edukatif dalam memberitakan putusan pengadilan.

Dalam konteks ini, dampak pemberitaan media terhadap independensi hakim lebih bersifat tidak langsung, yakni melalui pembentukan opini publik yang berpotensi menjadi tekanan moral. Namun, secara normatif, hakim tetap memiliki perlindungan konstitusional untuk bertindak independen.

Dengan demikian, hubungan antara media dan peradilan seharusnya bersifat saling melengkapi, bukan saling menekan. Media menjalankan fungsi kontrol sosial, sementara hakim menjaga marwah hukum dan keadilan melalui putusan yang berlandaskan hukum.
 Kesimpulannya, pemberitaan media dalam perkara Putusan Nomor 1235/Pid.Sus/2025/PN Mdn memiliki dampak signifikan terhadap persepsi publik, namun tidak menentukan putusan hakim. Independensi hakim tetap terjaga selama hakim konsisten berpegang pada hukum, etika, dan sumpah jabatan.
C. 
Korelasi antara Intensitas dan Jenis Framing Media dengan Tingkat Dukungan Publik terhadap Putusan Pengadilan dalam Kasus Pengedar Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 1235/Pid.Sus/2025/PN Mdn)
Korelasi antara pemberitaan media dan sikap publik terhadap putusan pengadilan merupakan isu penting dalam kajian hukum dan komunikasi massa. Dalam perkara narkotika, intensitas pemberitaan yang tinggi sering kali berbanding lurus dengan meningkatnya perhatian publik terhadap putusan hakim.
 Hal ini terlihat dalam kasus Putusan Nomor 1235/Pid.Sus/2025/PN Mdn yang mendapat sorotan luas media.

Teori agenda setting menjelaskan bahwa semakin sering suatu isu diberitakan, semakin besar kemungkinan publik menganggap isu tersebut penting. Dalam konteks ini, intensitas pemberitaan perkara narkotika berfungsi membentuk prioritas kognitif publik terhadap aspek pemidanaan, khususnya berat ringannya hukuman.

Selain intensitas, jenis framing yang digunakan media juga berpengaruh terhadap sikap publik. Framing yang menekankan ketimpangan antara tuntutan dan putusan cenderung memicu ketidakpuasan publik terhadap putusan pengadilan. Hal ini sejalan dengan pandangan Eriyanto bahwa framing menentukan cara publik menafsirkan realitas.

Pemberitaan Waspada.id dalam perkara ini menggunakan framing kontras antara “tuntutan mati” dan “vonis seumur hidup”. Framing tersebut menciptakan persepsi bahwa putusan hakim lebih ringan dari yang diharapkan, meskipun secara normatif pidana seumur hidup merupakan pidana maksimal.

Dari perspektif sosiologi hukum, persepsi publik terhadap keadilan tidak selalu identik dengan keadilan normatif. Publik sering kali menilai keadilan berdasarkan rasa keadilan substantif yang dipengaruhi oleh narasi media, bukan oleh argumentasi hukum yang kompleks.

Romli Atmasasmita menyatakan bahwa opini publik yang terbentuk melalui media massa dapat menjadi indikator penerimaan sosial terhadap putusan pengadilan. Namun, indikator tersebut tidak dapat dijadikan tolok ukur tunggal dalam menilai kualitas putusan hakim.

Hasil wawancara dengan jurnalis Waspada.id menunjukkan bahwa framing berita dipilih untuk menarik perhatian pembaca, bukan untuk mengarahkan sikap publik secara eksplisit. Meski demikian, jurnalis mengakui bahwa framing tertentu dapat memicu reaksi emosional pembaca.

Sementara itu, hasil wawancara dengan Hakim Ketua perkara menunjukkan bahwa majelis hakim tidak menjadikan reaksi publik sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Hakim menegaskan bahwa legitimasi putusan bersumber dari hukum, bukan dari dukungan publik.

Korelasi antara framing media dan dukungan publik juga dapat dilihat dari munculnya komentar publik yang mempertanyakan keadilan putusan seumur hidup. Komentar tersebut umumnya merujuk pada narasi media, bukan pada isi pertimbangan hukum dalam putusan.

Jenis framing yang bersifat sensasional cenderung menghasilkan polarisasi sikap publik, di mana sebagian publik mendukung putusan hakim dan sebagian lainnya menolaknya. Polarisasi ini menunjukkan bahwa framing media berperan dalam membentuk spektrum opini publik.

Sudarto menekankan bahwa hukum pidana tidak dapat tunduk pada fluktuasi opini publik. Oleh karena itu, korelasi antara dukungan publik dan framing media harus dipahami sebagai fenomena sosial, bukan sebagai dasar normatif penjatuhan pidana.

Dalam konteks ini, dukungan publik terhadap putusan pengadilan menjadi relatif dan kontekstual. Publik yang terpapar framing media secara intensif cenderung memiliki sikap yang lebih kritis atau bahkan skeptis terhadap putusan hakim.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengakui peran pers dalam membentuk opini publik, namun juga menegaskan tanggung jawab pers untuk menyajikan informasi yang berimbang. Keseimbangan ini penting agar framing media tidak menyesatkan persepsi publik.

Dalam perkara Putusan Nomor 1235/Pid.Sus/2025/PN Mdn, kurangnya penjelasan media mengenai pertimbangan yuridis hakim berkontribusi pada rendahnya pemahaman publik terhadap rasionalitas putusan. Hal ini memperkuat korelasi antara framing media dan sikap publik.

Bagir Manan menyatakan bahwa dukungan publik terhadap putusan pengadilan tidak selalu mencerminkan kualitas keadilan yang dihasilkan. Oleh karena itu, korelasi antara framing media dan dukungan publik harus dianalisis secara kritis.

Korelasi tersebut juga menunjukkan pentingnya literasi hukum masyarakat. Publik yang memiliki literasi hukum rendah lebih rentan dipengaruhi oleh framing media dibandingkan dengan publik yang memahami prinsip-prinsip hukum pidana.

Dengan demikian, intensitas dan jenis framing media memiliki hubungan yang signifikan dengan sikap publik terhadap putusan pengadilan, namun hubungan tersebut bersifat tidak langsung dan dimediasi oleh tingkat pemahaman hukum masyarakat.

Dalam kerangka penelitian ini, korelasi tersebut tidak dimaknai sebagai hubungan kausal yang mutlak, melainkan sebagai hubungan sosial-komunikatif yang memengaruhi persepsi dan opini publik. Oleh karena itu, hakim tidak dapat dan tidak boleh menjadikan dukungan publik sebagai dasar legitimasi putusan. Legitimasi putusan tetap bersumber pada hukum positif dan fakta persidangan.

Terdapat korelasi antara intensitas dan jenis framing media dengan tingkat dukungan publik terhadap putusan pengadilan dalam perkara narkotika. Namun, korelasi tersebut tidak mengurangi kewajiban hakim untuk bersikap independen dan berpegang pada hukum.

D. 
Model Ideal Peran Media dalam Memberitakan Kasus Tindak Pidana Narkotika untuk Menciptakan Keseimbangan antara Hak Publik atas Informasi dan Perlindungan terhadap Independensi Peradilan
Media massa memiliki peran penting dalam menjamin hak publik atas informasi, khususnya terkait penegakan hukum tindak pidana narkotika yang berdampak luas bagi masyarakat. Namun, peran tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab agar tidak mengganggu independensi peradilan. Oleh karena itu, diperlukan model ideal pemberitaan yang menyeimbangkan dua kepentingan tersebut.

Hak publik atas informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Pers sebagai pilar demokrasi memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi hukum secara terbuka dan transparan. Namun, keterbukaan tersebut tidak boleh melanggar prinsip-prinsip keadilan.

Dalam konteks perkara pidana narkotika, model pemberitaan ideal harus menghindari pendekatan sensasional yang berpotensi menciptakan trial by the press. Media perlu menyadari bahwa pemberitaan yang berlebihan dapat memengaruhi persepsi publik terhadap proses dan hasil peradilan.

Eriyanto menegaskan bahwa framing media seharusnya diarahkan untuk memberikan pemahaman, bukan sekadar menarik perhatian. Oleh karena itu, media perlu menampilkan fakta hukum secara proporsional, termasuk pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Model ideal pemberitaan juga harus memperhatikan asas praduga tidak bersalah. Meskipun terdakwa telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan tingkat pertama, pemberitaan tetap harus menggunakan bahasa yang tidak menghakimi secara berlebihan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara tegas mewajibkan pers untuk memberitakan secara akurat, berimbang, dan bertanggung jawab. Prinsip ini menjadi dasar normatif bagi media dalam membangun model pemberitaan perkara pidana.

Dalam praktiknya, pemberitaan perkara narkotika sering kali menitikberatkan pada aspek kuantitatif seperti berat barang bukti dan ancaman pidana. Model ideal seharusnya melengkapi informasi tersebut dengan penjelasan kualitatif mengenai proses hukum dan pertimbangan yuridis.

Hasil wawancara dengan jurnalis Waspada.id menunjukkan bahwa keterbatasan ruang dan waktu sering menjadi alasan kurangnya penjelasan hukum dalam berita. Namun, jurnalis juga mengakui perlunya inovasi dalam penyajian berita hukum agar tetap edukatif.

Dari perspektif kekuasaan kehakiman, hakim membutuhkan ruang independen untuk memutus perkara tanpa tekanan opini publik. Bagir Manan menekankan bahwa perlindungan terhadap independensi hakim merupakan syarat utama tegaknya negara hukum.

Model ideal peran media juga mencakup kesadaran redaksional untuk tidak membandingkan putusan hakim secara simplistik. Setiap perkara memiliki karakteristik dan fakta yang berbeda sehingga tidak dapat dinilai dengan standar tunggal.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum harus dipahami sebagai proses sosial yang kompleks. Oleh karena itu, media seharusnya membantu masyarakat memahami kompleksitas tersebut, bukan menyederhanakannya secara berlebihan.

Dalam konteks pendidikan hukum masyarakat, media dapat berperan sebagai sarana literasi hukum. Penyajian informasi yang menjelaskan dasar hukum dan logika putusan akan meningkatkan pemahaman publik terhadap sistem peradilan pidana.

Model ideal pemberitaan juga menuntut adanya pemisahan yang jelas antara fakta dan opini. Media harus membedakan laporan berita dengan editorial agar publik tidak mencampuradukkan informasi faktual dengan penilaian subjektif.

Dalam perkara Putusan Nomor 1235/Pid.Sus/2025/PN Mdn, media dapat meningkatkan kualitas pemberitaan dengan menyoroti alasan hakim menjatuhkan pidana seumur hidup sebagai alternatif pidana mati yang sah menurut undang-undang.

Romli Atmasasmita menegaskan bahwa keadilan pidana tidak selalu identik dengan hukuman terberat. Oleh karena itu, media perlu membantu publik memahami bahwa pidana seumur hidup juga merupakan bentuk pemidanaan yang sangat berat.

Model ideal peran media juga memerlukan penguatan etika jurnalistik dalam pemberitaan perkara pidana. Etika ini berfungsi sebagai pengendali agar kebebasan pers tidak berubah menjadi kebebasan yang merugikan proses peradilan. Selain itu, diperlukan dialog berkelanjutan antara media dan lembaga peradilan untuk membangun saling pengertian mengenai peran dan batasan masing-masing. Dialog ini dapat mencegah kesalahpahaman yang merugikan kepercayaan publik.
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